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Iklan Luar Ruang: ...

Kimpraswilhub tidak dapat melarang adanya
penempatan iklan maupun papan nama toko
apabilapapan namatoko tersebut diletakkan di
wilayahnya. Kenyataannya, terkadang pel etakan
papan nama toko mengganggu keindahan dan
kenyamananjaan.

Masyarakat sendiri juga menjadi
pertimbangan bagi Kimpraswil. Pertimbangan
disni mdiputi banyak faktor, terutamafaktor resko
penempatan iklan luar ruang. Terdapat tigafaktor
utamayang menjadi pertimbangan Kimpraswilhub
yaitu aspek Keindahan, Keamanan, dan
Kenyamanan. Pertimbangan dari ketigafaktor
tersebut kemudian direalisasi kan dengan bentuk
penataan iklan luar ruang.

DinasKimpraswilhub dalam pengontrolan
iklanluar ruang dimula dari pembangunanrangka
iklan luar ruang. Seluruh kegiatan pembangunan
rangka iklan luar ruang diperhatikan terutama
kegiatan pengecoran rangkabawah. Hal tersebut
bermanfaat untuk mengantisipasi kemungkinan
roboh iklan luar ruang. Apabilaiklan luar ruang
roboh, makaDinasKimpraswil ikut bertanggung
jawab dengan caramengganti segalakerugian
selama iklan luar ruang tersebut adalah milik
pemerintah. Diluar itu, Kimpraswilhub tidak
bertanggung jawab. Pihak yang harusbertanggung
jawab apabilaterjadi robohnyaiklan luar ruang
yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Seman
addah pemilik atau penyewalokad iklanluar ruang
tersebut.

FenomenaK ampanyesaet ini jugabanyak
dikuasai olehiklan kampanyeiklan [uar ruang.
Khususuntuk iklanini, ijin dapat diperoleh tanpa
harus membayar pajak sesual dengan ketentuan
yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran,
Kimpraswilhub tidak bertanggung jawab karena
masdahiklan kampanyekarenapengontrolaniklan
tersebut dilakukan langsung oleh Dinas Polisi
Pamong Praja dan ketertiban masyarakat yang
bekerjasamadengan Panitiapengawas pemilu.

Badan Pengeolaan K euangan dan K ekayaan
Daerah (BPKKD)

Pajak Daerah sebagai salah satu sumber
Pendapatan Adli Daerah (PAD), memiliki posis
yang sangat strategis dalam sistem keuangan
daerah. Di sisi lain, Kabupaten Sleman sebagai

daerah yang perkembangan wilayahnya sangat
pesat, memiliki potens penerimaan Pgjak Daerah
yang sangat besar. Oleh karenaitu Pgjak Daerah
harusdikel oladengan baik supayadapat memberi
kontribus yang optimal padakeuangan daerah dan
dapat memberi pelayanan yang baik bagi
masyarakat.

Di Kabupaten Sleman, terdapat enamjenis
Pajak Daerah yang dikelola langsung oleh
Pemerintah Kabupaten. Keenam pajak tersebut
adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Reklame, Pgjak Pengambilan
Bahan Galian Golongan C dan Pgjak Parkir.
Secaraumum masing-masing jenispagjak memiliki
prosespengel olaan yang sama, yaitu me a ui empat
tahap yang terdiri dari pendaftaran dan pendataan
wajib pajak, penetapan Surat K etetapan Pajak
Daerah (SKPD), penagihan pajak dan penerimaan
pembayaran.

Badan Pengelolaan Keuangan dan
K ekayaan Daerah yang sering disingkat BPKKD
mempunyai peranan sebagai tempat pengel olaan
pajak reklameatau iklan luar ruang. Pembayaran
pajak dan segd aketentuan yang berl aku dilakukan
di bagianini. Sdluruhiklanijiniklan yang masuk
kemudian wajib melakukan pembayaran pajak di
BPKKD untuk memperoleh surat tandaiklantelah
dapat didirikan.

Tabel 1
HARGA PASAR TITIK LOKASI REKLAME
JENIS REKLAME BALIHO
No Kelas Non Median
Titik Dalam Rupiah per m2 per Tahun
3 Arah 2 Arah 1 Arah
1 Kelas1 20.000 15.000 10.000
2 KelasIT 12.500 10.000 7.500
3 Kelas 11 10 000 7 500 5 000

(Keputusan Bupati Sleman nomor: 15/Kep.KDH/A/2003)

Keterangan:

Keasl mdiputi:

(A.) Jalan Solo, (1.) BatasKotasampai dengan
JembatanAffandi, (2.) Pertigaan Ngentak sampai
dengan Pertigaan Babarsari dalam radius 150m
dari ASjalan pertigaan, (3.) Pertigaan Bandara
Adisucipto dalam radius 250 m dari aspertigaan,
(4.) Jembatan Sungai Opak sampal dengan Batas
Wilayah Kabupaten; (B.) Jalan Prambanan —
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